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Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungs stabilisasi dan
fungs alokasi. Berkaitan dengan fungsi alokasi khususnya alokasi sumber dana, dalam pel aksanaan
pemerintah daerah di Indonesia selamaini, pembiayaan pembangunan daerah, pada umumnya masih sangat
mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan
daerah sendiri yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian
laba BUMD, dan penerimaan lain-lainnya yang sah masih jauh untuk mencukupi.

Apabila kebutuhan pembangunan pelayanan dasar masyarakat, seperti sarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, serta fasilitas-fasilitas umum, terus meningkat, sedangkan, penerimaan daerah tidak mencukupi
untuk menutup kebutuhan dasar tersebut, maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan antara
kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan fasilitas umum yang ada. Oleh sebab itu, salah satu alternatif
yang dapat dilakukan adalah meminjam kepada pihak ketiga.

Berdasarkan penghitungan kemampuan meminjam pemerintah kota dengan model analisa Debt Service
Coverage Ratio (DSCR) ternyata sebagian besar pemerintah kota di Indonesia mampu untuk melakukan
peminjaman. Terbukti hampir semua pemkot nilai DSCR lebih dari 2,5. Akan tetapi harus diakui bahwa
untuk menilai kemampuan meminjam tidak hanya menggunakan analisa DSCR.

Dapat terjadi tingginyanilai DSCR suatu pemkot, disebabkan dana DAU yang diperoleh suatu pemkot
tinggi, demikian juganilai DSCR suatu pemkot rendah, karena pada saat itu, kewajiban utang yang jatuh
tempo tinggi, yang menyebabkan nilai DSCR suatu pemkot rendah.

Hasil analisis yang lain, ternyata dalam melakukan pinjaman pemkot belum banyak melibatkan jumlah
penduduk dan kepadatannya. Terbukti hubungannya masih negatif. Areayang banyak ditemui nilai DSCR
tinggi, dan jumlah penduduk rendah.

Hubungan nilai DSCR dengan DAU relative positif, dalam arti sebagian besar pemkot pada area DSCR
tinggi, DAU nyatinggi. Kondisi ini tidak baik, mengingat tingginya DSCR banyak diakibatkan karena
tingginyanilai DAU.

Untuk pemkot besar dipulau Jawa, nilai DSCR dengan pendapatan asli daerah hubungannya positif, dalam
arti kota-kota besar tersebut banyak ditemukan dalam area DSCR tinggi dengan PAD tinggi. Untuk daerah-
daerah kecil di luar pulau Jawa, kebanyak pada area DSCR tinggi, PAD rendah.
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Demikian juga korelasi antara nilai DSCR dengan penerimaan APBD. Hampir sebagian besar kota-kota
besar di Jawa, ditambah dengan Medan dan Makasar, berada pada area DSCR tinggi, penerimaan APBD
tinggi. Sedangkan kota-kota di luar pulau Jawa hamper sebagian besar berada pada area atau matriks DSCR
tinggi, penerimaan APBD rendah.

Dari hasil penghitungan DSCR dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pemkot mampu untuk meminjam,
sedangkan korelasi antara nilai DSCR dengan penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan asli daerah, DAU
dan Penerimaan APBD pada umumnya belum menunjukan korelasi yang diharapkan.



